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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kaji pada setiap 

sub bab pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan berdasarkan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara 

khusus diatur dalam Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 

9, 44, 45 dan 46 pengawasan dilakukan dengan meniliti laporan yang 

dilakukan oleh pelaku usaha secara rutin pada OJK. Pengawasan 

tersebut dapat dilaksanakan ketika penyelenggara fintech telah 

mendaftarkan dirinya dan mendapatkan izin dari OJK, sehingga 

menyebabkan timbulnya wewenang dari OJK dalam melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan tersebut. 

2. Perlindungan hukum terhadap data debitur pada layanan fintech P2PL 

terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Walaupun sudah ada aturannya dan apabila 

debitur mengalami sengketa, serta apbila penyelenggara merupakan 

penyelnggara berizin maka debitur dapat melaporkan pada : pertama 

dapat melaui laman website http://www.afpi.or.id/pengaduan, kedua 

dapat melaui email pengaduan@afpi.or.id dengan mengirimkan 

http://www.afpi.or.id/pengaduan
mailto:pengaduan@afpi.or.id
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dokumen dan bukti-bukti, ketiga melalui kontak APFI di 150-505. 

Namun, apabila debitur merupakan korban penyelenggara tidak berizin 

selain melaporkan pada OJK, debitur juga harus melaporkan pada 

kepolisian mengenai tindak pidana yang dialami dan tidak lupa juga 

untuk meminta bantuan lembaga hukum. 

B. Saran. 

1. Dengan perkembangan zaman yang saat ini berkembang dengan pesat 

terutama pada masa Corona Virus Disease 2019, pengawasan OJK 

menjadi terbatasi sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara 

maksimal walaupun sudah dilakukan pemblokiran. Namun, 

pemblokiran yang dilakukan belum dapat mencegah munculnya 

pinjaman online ilegal.  

 Melihat masih terbatasnya pengawasan OJK dalam mengawasi 

pinjaman online ilegal, sudah sepatutnya OJK perlu untuk membuat 

suatu gebrakan atau sistem terhadap usaha simpan pinjam online, agar 

perusahaan yang tidak terdaftar atau ilegal dapat dipantau dan ditindak 

sebagai upaya preventif untuk mencegah kejahatan dan kerugian yang 

dialami masyarakat. 

2. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari prioritas 

mengenai perlindungan konsumen, tetapi hal itu belum dibarengi 

dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data 

pribadinya sendiri. Umumnya publik belum menempatkan data pribadi 

sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. 
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 Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih instrumental 

dan struktural untuk merespon situasi itu dengan pembentukan hukum 

perlindungan data pribadi yang komperehensif. 
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